
DAFTAR POS AP BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Judul POS

POS AP Penataan Organisasi

POS AP Pelaksanaan Evaluasi Organisasi

POS AP Pengusulan Jabatan Fungsional

POS AP Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja 

POS AP Evaluasi Data Kinerja 

POS AP Verifikasi dan Validasi Data PNS Yang Mencapai Batas Usia 

POS AP Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu

POS AP Inventarisasi Barang Milik Negara

POS AP Penyusunan Prosesdur Operasional Standar Administrasi 

Pemerintahan (POS AP)



:

:

:

:

:

:

1. 1.

2. 2.

3.

3.

7.

Keterkaitan :

1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar 1.

2. POS AP Pemrosesan Surat Masuk 2.

3. POS AP Input Data Pegawai 3.

4. Karpeg dan Karis/Karsu

5. Aplikasi SIMPEG

Peringatan :

1.

2. 

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Data Pegawai

Konsep Surat Usulan dan Berkas Kelengkapan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan

6.

Surat Edaran Badan Adminitrasi Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian Bagi PNS

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan

sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Peralatan/Perlengkapan :

21-Nov-20

Disahkan Oleh

Memahami proses pembuatan  karpeg dan karis/karsu

Nama POS AP Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Surat Usulan dan Berkas Kelengkapan

Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara

elektronik dan/atau manual

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Mustangimah

NIP  196405241992032001

Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan 29 Agustus 2018

Tanggal Revisi 20 November 2020

Tanggal Efektif



Pengelola

 Kepegawaian

Kepala Subbagian 

Tata Usaha

Kepala

Biro Organisasi dan 

Tata Laksana
Kelengkapan Waktu

Keluaran 

(Output )

1 Data pegawai 60 menit Konsep surat usulan dan

berkas kelengkapan

2 Konsep surat usulan dan

berkas kelengkapan

30 menit Konsep surat usulan

yang sudah diparaf dan

berkas kelengkapan

terkait:

POS AP  Pemrosesan 

Surat keluar

3 Konsep surat usulan yang

sudah diparaf dan berkas

kelengkapan

10 menit Surat usulan yang

sudah ditandatangani

dan berkas

kelengkapan

4 Surat usulan yang sudah

ditandatangani dan

berkas kelengkapan

5 menit Surat usulan yang sudah

diberi nomor, tanggal,

alamat, dan stempel unit

kerja serta berkas

kelengkapan

5 Surat usulan yang sudah

diberi nomor, tanggal,

alamat, dan stempel unit

kerja serta berkas

kelengkapan dan cetakan

Form Registrasi dari

Aplikasi

10 menit Dokumen digital usulan

karpeg, karis/karsu dan

form regristasi yang

berisi list nama yang

diusulkan

6 Surat usulan yang sudah

diberi nomor, tanggal,

alamat, dan stempel unit

kerja serta berkas

kelengkapan

15 menit Bukti pengiriman terkait 

1. POS AP Pemrosesan 

Surat Keluar

7 Karpeg dan karis/karsu,

Aplikasi SIMPEG

30 menit Bukti penerimaan

karpeg dan karis/karsu, 

terkait 

1. POS AP Pemrosesan 

Surat Masuk

2. POS AP Input data 

pegawai

Membuat konsep surat usul

pembuatan karpeg dan karis/karsu

dengan melengkapi persyaratannya

Memeriksa kelengkapan berkas

pembuatan karpeg dan karis/karsu

serta memaraf konsep surat usul

pembuatan karpeg dan karis/karsu

Memeriksa dan menandatangani

konsep surat usul pembuatan

karpeg dan karis/karsu

Mengirim surat usul pembuatan

karpeg dan karis/karsu beserta

kelengkapan berkas ke Biro

SDM/Sekretaris Unit Utama

Menerima karpeg dan karis/karsu

dari Biro SDM dan menyerahkan

kartu kepada pegawai yang

bersangkutan kemudian menginput

atau memastikan bahwa

Karpeg/Karis/Karsu telah tercatat

ke aplikasi SIMPEG

Memindai surat usul pembuatan

karpeg dan karis/karsu beserta

kelengkapan dan mengunggah hasil

pindai pada aplikasi usulan karpeg

dan karis/karsu 

Memberi nomor dan tanggal surat

pengantar usul pembuatan Karpeg

dan karis/Karsu dan stempel surat

dan kelengkapan berkas usulan 

POS AP Usul Pembuatan Karpeg dan Karis/Karsu

No. Langkah Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan



:

:

:

:

:

1.

2.

3.

3

4

5

6

7

8

9

Keterkaitan :

1. POS AP Pemrosesan Surat Masuk 1.

2.

3.

4.

5.

6. Aplikasi Pelaporan

7. Dokumen target kinerja satker

Peringatan :

1.

2.

Laporan Target Kinerja (Keuangan dan fisik)

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau

manualSegala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai

bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Daftar target kinerja (keuangan dan fisik)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Pmonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Peralatan/Perlengkapan :

Surat permintaan target dan capaian kinerja satker

Disposisi

Capaian kinerja satker

Memahami tata cara pengumpulan dan pelaporan data kinerja 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 

1

2

BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Nama POS AP

       NIP 196405241992032001

Disahkan Oleh

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  

SEKRETARIAT JENDERAL

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

     Mustangimah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor POS  AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

: Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja

20 April 2021
21 April 2021

  19 April 2021



Kepala Biro 

Organisasi dan 

Tata Laksana

Kepala Subbagian

Tata Usaha

Penyusun Program, 

Anggaran, dan 

Pelaporan

Pengelola Data 

Pelaksanaan Program 

dan Anggaran

Pengadministrasi 

Umum

Kelengkapan Waktu Keluaran 

(Output )

1 Menerima dan menelaah surat permintaan
target dan capaian kinerja satker serta
meminta Kepala Subbagian Tata Usaha untuk
menyusun target dan capaian kinerja satker
pada aplikasi pelaporan yang relevan

Surat permintaan target
dan capaian kinerja satker

1 hari Disposisi dan Surat
permintaan target
dan capaian kinerja
satker

Keterkaitan: 

POS AP Pemrosesan 
Surat Masuk

2 Menerima disposisi dari pimpinan untuk
menyusun target kinerja (keuangan dan fisik)
satker di level rincian outpu t dan komponen
pada aplikasi pelaporan yang relevan

Disposisi dan Surat
permintaan target satker
dan capaian kinerja satker

30 menit Disposisi dan Surat
permintaan target
satker dan capaian
kinerja satker

3 Menyusun target kinerja (keuangan dan fisik)
satker di level rincian output dan komponen
pada aplikasi pelaporan yang relevan

Disposisi dan Surat
permintaan target satker
dan capaian kinerja satker

2 hari Daftar target kinerja
(keuangan dan fisik)

4 Menerima dan memeriksa target kinerja
(keuangan dan fisik) di level rincian output
dan komponen pada aplikasi Pelaporan
Kemendikbud untuk diperiksa dan diverifikasi

Daftar target kinerja
(keuangan dan fisik)

2 hari Daftar target kinerja
(keuangan dan fisik)
dan konsep laporan
target kinerja 

5 Menerima dan memeriksa konsep laporan
target kinerja (keuangan dan fisik) di level
rincian output dan komponen pada aplikasi
Pelaporan untuk diperiksa dan disetujui

Daftar target kinerja
(keuangan dan fisik) dan
konsep laporan target
kinerja 

1 hari laporan Target
Kinerja (Keuangan
dan fisik)

6 Memerintahkan Penyusun Program,
Anggaran, dan Pelaporan danPengelola Data
Pelaksanaan Program dan Anggaran untuk
mengisi target kinerja (keuangan dan fisik)
satker pada aplikasi pelaporan

laporan target kinerja
satker 

10 menit disposisi 

7 Mengisi target kinerja (keuangan dan fisik)
satker pada aplikasi target kinerja
Kementerian Keuangan

disposisi 2 hari target kinerja
(keuangan dan fisik)
satker yang telah
terisi pada aplikasi
target kinerja
Kementerian 
Keuangan

waktu dapat disesuaikan
dengan kondisi
penarikan data kinerja
pada aplikasi target
kinerja Kementerian
Keuangan

8 Melaporkan target kinerja (keuangan dan
fisik) satker pada aplikasi pelaporan dan
memberikan dokumen target kinerja satker
kepada pengadministrasi

target kinerja (keuangan
dan fisik) satker yang
telah terisi pada aplikasi
target kinerja
Kementerian Keuangan

15 menit laporan yang telah
diunggah ke aplikasi
target kinerja
Kementerian 
Keuangan

9 Mengarsipkan laporan target kinerja
(keuangan dan fisik) satker

dokumen target kinerja
satker

15 menit dokumen laporan
target kinerja satker
yang diarsipkan

Keterangan

POS AP Pengumpulan dan Pelaporan Data Kinerja

No. Langkah Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku



Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Mustangimah
NIP 196405241992032001

1.
2.

 2. 

1.                         
7. 2.

3.
4. Perjanjian Kinerja
5.
6.

1.
2.

5.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015
Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;

Kelengkapan :Keterkaitan :

Rencana Kinerja                                                        9. Hasil Analisis Implementasi SAKIP

Rencana Aksi atas PK Tahun berjalan
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau
manual

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nama POS AP Evaluasi Data Kinerja

Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Dokumen Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Rencana Strategis                                                     8. Lembar Hasil Evaluasi SAKIP Mandiri
Laporan Kinerja 

Memahami prosedur evaluasi data kinerja
Memahami tugas dan fungsi unit kerja

 6. 

7.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  

SEKRETARIAT JENDERAL

3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

19 April 2021
 20 April 2021
 22 April 2021



Kepala Subbagian
Tata Usaha

Pengelola Data 
Pelaksanaan Program dan 

Anggaran

Penyusun Program, 
Anggaran, dan Pelaporan

Tim Evaluasi
 Mandiri

Kepala Biro Organisasi 
dan Tata Laksana

Pengadministrasi 
Umum

Kelengkapan Waktu Keluaran 
(Outpu )

1 Menganalisa kemudian mengkoordinasikan
agenda penilaian Evaluasi Kinerja dengan
Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporani
dan Pelaporan dan Pengelola Data Pelaksanaan
Program dan Anggaran 

1. Laporan Kinerja Tahun 
sebelumnya;                                                                                    
2. Rencana Strategis Tahun relevan
3. Rencana Kinerja Tahunan 
Tahun berikutnya
4. Perjanjian Kinerja Tahun 
berjalan yang telah ditandatangani
5. Rencana Aksi atas PK Tahun 
berjalan
6. Dokumen Pengukuran dan 
Evaluasi Kinerja
7. POS terkait Pengumpulan Data 
Kinerja/Evaluasi Internal
8. Dokumen Reward and 
Punishment Pegawai
9. Notula rapat terkait
10.Surat Pernyataan Pimpinan 
Satker		
11. Dokumen pendukung lainnya
12. RKAKL dan DIPA tahun 
berjalan, dan 
13. Dokumen lain yang relevan

5 hari Hasil Analisis
Implementasi Data
Kinerja

2 Melakukan Koordinasi dalam rangka
pengumpulan dokumen Kinerja Satker sesuai
peraturan perundangan yang terbaru dan
menyampaikannya ke Kepala Subbagian Tata
Usaha

Hasil Analisis Implementasi Data 
Kinerja

5 hari Rekapitulasi Data
Kinerja

3 Menerima dan memeriksa Kelengkapan Data
Kinerja dan menyampaikannya ke Kepala Biro
Organisasi dan Tata Laksana

Rekapitulasi Data Kinerja 1 hari Rekapitulasi Data
Kinerja

4 Melakukan evaluasi Data Kinerja Mandiri
berdasarkan dokumen pendukung terkait
penyelenggaraan Data Kinerja melalui Aplikasi
Evaluasi Data Kinerja Mandiri 

Rekapitulasi Data Kinerja 1 hari Lembar Hasil Evaluasi
Data Kinerja Mandiri

5 Menyerahkan Lembar Hasil Evaluasi Data
Kinerja  Mandiri kepada Kepala Satker

Lembar Hasil Evaluasi Data Kinerja 
Mandiri

1 hari Lembar Hasil Evaluasi
Data Kinerja Mandiri

6 Menerima, memeriksa dan menyampaikan
Lembar Hasil Evaluasi Data Kinerja kepada
Subbagian Tata Usaha

Lembar Hasil Evaluasi Data Kinerja 
Mandiri

1  hari Lembar Hasil Evaluasi
Data Kinerja Mandiri

7 Mengarsipkan hasil data kinerja kinerja Lembar Hasil Evaluasi Data Kinerja 
Mandiri

10 menit Arsip Lembar Hasil
Evaluasi Data Kinerja
Mandiri

POS AP Evaluasi Data Kinerja

Mutu BakuPelaksana

KeteranganLangkah KegiatanNo.



:

:

:

:

:

1.
2.
3.
4.

4. 5.

Keterkaitan :
1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar 1. Disposisi

2. Data uraian jabatan dan beban kerja
3 Bahan analisis
4.
5.

Peringatan :
1.
2.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Surat Pengantar

20 April 2021

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memahami tugas dan fungsi unit kerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan

1.

2.

Kualifikasi Pelaksana :

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan 19-Apr-21
Tanggal Revisi

Pengusulan Kebutuhan Jabatan 
Fungsional

Kepala Biro Organisasi dan Tata 
Laksana

Mustangimah
NIP  196405241992032001

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Peralatan/Perlengkapan :

Konsep perhitungan beban kerja jabatan

Pencatatan dan Pendataan :
Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja
secara elektronik dan/atau manual

BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Memahami prosedur penyusunan beban kerja

Memahami prosedur pengusulan kebutuhan jabatan
Dasar Hukum :

Nama POS AP :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Memahami prosedur penyusunan laporan
Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas

Disahkan Oleh

5.

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  

SEKRETARIAT JENDERAL

Tanggal Efektif 22-Apr-21



Unit Organisasi
 Pengusul

Sekretaris 
Jenderal

Kepala Biro 
Organisasi dan 
Tata Laksana

Penanggungjawab 
Teknis  Analisis 

Jabatan dan 
Pengembangan 

Jabatan Fungsional

Analis Jabatan Mendikbud Pengadministrasi 
Umum

Kelengkapan Waktu Output

1 Menyampaikan surat usul dan konsep
naskah akademik pembentukan/revisi
jabatan fungsional

Surat usul dan Konsep 
Naskah Akademik

30 menit Surat usul dan Konsep 
Naskah Akademik

2 Menerima dan mendisposisi surat usul
dan konsep naskah akademik
pembentukan/revisi jabatan fungsional 

Surat usul dan Konsep 
Naskah Akademik

10 Menit Disposisi, Surat usul dan 
Konsep Naskah Akademik

3 Menerima dan mendisposisi surat usul
dan konsep naskah akademik
pembentukan/revisi jabatan fungsional
kepada Penanggungjawab Teknis
Analisis Jabatan dan Pengembangan
Jabatan Fungsional

Disposisi, Surat usul dan 
Konsep Naskah 
Akademik

10 Menit Disposisi, Surat usul dan 
Konsep Naskah Akademik

4 Menerima dan mengoordinasikan
penelaahan konsep naskah akademik
pembentukan/revisi jabatan fungsional
serta melaporkan kepada Kepala Biro
Organisasi dan Tata Laksana

Disposisi, Surat usul dan 
Konsep Naskah 
Akademik

3 hari Konsep Naskah Akademik 
yang telah ditelaah

5 Memeriksa hasil telaahan konsep naskah
akademik pembentukan/revisi jabatan
fungsional

Konsep Naskah 
Akademik yang telah 
ditelaah

1 hari Konsep Naskah Akademik 
yang telah ditelaah

6 Melakukan pembahasan konsep naskah
akademik pembentukan/revisi jabatan
fungsional

Konsep Naskah 
Akademik yang telah 
ditelaah

1 hari Konsep Naskah Akademik 
yang telah dibahas

7 Memperbaiki konsep naskah akademik
pembentukan/revisi jabatan fungsional
sesuai hasil pembahasan

Konsep Naskah 
Akademik yang telah 
dibahas

3 hari Konsep Naskah Akademik 
yang telah diperbaiki

8 Menerima dan memeriksa perbaikan
konsep naskah akademik
pembentukan/revisi jabatan fungsional
sesuai hasil pembahasan serta
melaporkan kepada Sekretaris Jenderal
melalui surat

Konsep Naskah 
Akademik yang telah 
diperbaiki

3 jam  Konsep Naskah Akademik 
yang telah diperbaiki dan 
surat pengantar 
pengusulan 
pembentukan/revisi 
jabatan fungsional

POS AP Pengusulan Jabatan Fungsional

No. Langkah Kegiatan

Mutu Baku KeteranganPelaksana



Unit Organisasi
 Pengusul

Sekretaris 
Jenderal

Kepala Biro 
Organisasi dan 
Tata Laksana

Penanggungjawab 
Teknis  Analisis 

Jabatan dan 
Pengembangan 

Jabatan Fungsional

Analis Jabatan Mendikbud Pengadministrasi 
Umum

Kelengkapan Waktu Output
No. Langkah Kegiatan

Mutu Baku KeteranganPelaksana

9 Menerima laporan hasil penelaahan
konsep naskah akademik
pembentukan/revisi jabatan fungsional
sesuai hasil pembahasan beserta surat
pengantar pengusulan
pembentukan/revisi jabatan fungsional

Konsep Naskah 
Akademik yang telah 
diperbaiki dan surat 
pengantar pengusulan 
pembentukan/revisi 
jabatan fungsional 1 hari

Konsep Naskah Akademik 
yang telah diperbaiki dan 
surat pengantar 
pengusulan 
pembentukan/revisi 
jabatan fungsional

10 Menerima hasil telaahan dan
mendisposisi tindak lanjut proses
pembentukan/revisi jabatan fungsional  

Konsep Naskah 
Akademik yang telah 
diperbaiki dan surat 
pengantar pengusulan 
pembentukan/revisi 
jabatan fungsional

1 hari

Konsep Naskah Akademik 
yang telah diperbaiki dan 
surat pengantar 
pengusulan 
pembentukan/revisi 
jabatan fungsional

11 Mengirimkan dan mengadministrasikan
surat usul pembentukan/revisi jabatan
fungsional  kepada MenPANRB 

Konsep Naskah 
Akademik yang telah 
diperbaiki dan surat 
pengantar pengusulan 
pembentukan/revisi 
jabatan fungsional

1 jam tanda terima surat Keterkaitan:
POS Pemrosesan 
Surat keluar



1. 1.
2.
3 2.

3.
2.
3.

4.

6

6.

7.

1. Lembar Disposisi
2.
3.
4.
5. Surat Dinas

1.
2.

19-Apr-21

Tanggal Revisi 20 April 2021

Tanggal Efektif 22-Apr-21

Nama POS AP

Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan

Disahkan Oleh

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Mustangimah
NIP  196405241992032001

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Penataan Organisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Perguruan Tinggi

Memahami prosedur pelaksanaan penataan organisasi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

Komputer/Akses Internet

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

ATK

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta
dan Organisasi Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi 
Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan 

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Dicatat dalam berkas kearsipan Biro Organisasi dan Tata Laksana secara elektronik
dan/atau manualSegala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Undang-Undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Laporan 

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Unit Organisasi
 Pengusul

Mendikbud Sekretaris 
Jenderal

Kepala Biro 
Organisasi dan 
Tata Laksana

Penanggungjawab 
Teknis Pelembagaan 

Unit Organisasi

Analis 
Kebijakan/Analis

Kelembagaan

Sekretaris  
Unit Utama Kelengkapan Waktu Output

1 Menyampaikan usulan penataan organisasi
kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris
Jenderal

Surat usul dan Naskah
Akademik

30 menit Surat usul dan Naskah
Akademik

2 Menerima kemudian mendisposisi usulan
penataan organisasi kepada Sekretaris
Jenderal

Surat usul dan Naskah
Akademik

10 Menit Disposisi, Surat usul
dan Naskah Akademik 

3 Menerima kemudian mendisposisi usulan
penataan organisasi kepada Kepala Biro
Ortala

Disposisi, Surat usul dan
Naskah Akademik 

10 Menit Disposisi, Surat usul
dan Naskah Akademik 

4 Menerima kemudian mendisposisi usulan
penataan Organisasi ke Penanggungjawab
Teknis Pelembagaan Unit Organisasi untuk
dilakukan telaahan secara kelembagaan dan
mengirimkan usul penaatan organisasi
kepada unit pembina untuk dilakukan
telaahan secara teknis

Disposisi, Surat usul dan
Naskah Akademik 

10 Menit Disposisi, Surat
Permohonan untuk
ditelaah secara teknis
dengan lampiran Surat
usul dan Naskah
Akademik 

5 Menerima kemudian melakukan penelaahan
teknis terhadap usul penataan unit
organisasi kemudian mengirimkan hasil
penelaahan ke Biro Ortala

Surat Permohonan untuk
ditelaah secara teknis
dengan lampiran Surat
usul dan Naskah
Akademik 

5 hari Hasil telaahan teknis
usul penataan unit
organisasi dan surat
penyampaian hasil
telaahan teknis

6 Menerima hasil telaahan penataan unit
organisasi dan mendisposisi usulan
penataan Organisasi ke Penanggungjawab
Teknis Pelembagaan Unit Organisasi untuk
dilakukan telaahan secara kelembagaan

Hasil telaahan teknis
usul penataan unit
organisasi dan surat
penyampaian hasil
telaahan teknis

10 menit Disposisi, Hasil
telaahan teknis usul
penataan unit
organisasi dan surat
penyampaian hasil
telaahan teknis

7 Menerima kemudian mengkoordinasikan
penelaahan usul penataan organisasi dan
melaporkan hasil telaahan kepada Kepala
Biro Organisasi dan Tata Laksana

Disposisi, Hasil telaahan
teknis usul penataan unit
organisasi dan surat
penyampaian hasil
telaahan teknis

7 hari Hasil telaahan
kelembagaan

8 Memeriksa hasil telaahan usul penataan
organisasi

Hasil telaahan
kelembagaan

1 hari Hasil telaahan
kelembagaan yang telah
diperiksa

9 Melakukan pembahasan usul penataan
organisasi dengan unit pengusul

Hasil telaahan
kelembagaan yang telah
diperiksa

1 hari Hasil pembahasan usul
penataan unit
organisasi

POS AP Penataan Organisasi

No. Langkah Kegiatan

Mutu Baku KeteranganPelaksana



Unit Organisasi
 Pengusul

Mendikbud Sekretaris 
Jenderal

Kepala Biro 
Organisasi dan 
Tata Laksana

Penanggungjawab 
Teknis Pelembagaan 

Unit Organisasi

Analis 
Kebijakan/Analis

Kelembagaan

Sekretaris  
Unit Utama Kelengkapan Waktu Output

No. Langkah Kegiatan

Mutu Baku KeteranganPelaksana

10 Memperbaiki usul penataan organisasi sesuai
hasil pembahasan dan mengirimkan kembali
kepada Kepala Biro Organisasi dan Tata
Laksana

Hasil pembahasan usul
penataan organisasi

5 hari usul penataan
organisasi yang telah
diperbaiki sesuai hasil
pembahasan

11 Menerima dan memeriksa perbaikan usul
penataan organisasi dan melaporkan
kepada Sekretaris Jenderal

usul penataan  organisasi 
yang telah diperbaiki
sesuai hasil pembahasan

1 jam perbaikan usul
penataan organiasi
yang telah diperiksa
dan laporan kepada
Sekretaris Jenderal

12 Menerima laporan hasil penelaahan usul
penataan organisasi kemudian melaporkan
hasil telahan kepada Mendikbud

perbaikan usul penataan
organiasi yang telah
diperiksa dan laporan
kepada Sekretaris
Jenderal

3 hari laporan hasil telaahan
usul penataan
organisasi pada
Mendikbud 

13 Menerima hasil telaahan kemudian
mendisposisi tindak lanjut proses penataan
organisasi dan kemudian mengirimkan
kepada MenPANRB

laporan hasil telaahan
usul penataan organisasi
pada Mendikbud 

3 hari surat usul penataan
organisasi beserta
dokumen 
kelengkapannya

14 Menerima surat persetujuan penataan
organisasi dari MenPANRB dan
mendisposisikan kepada Sekretaris Jenderal

surat persetujuan
penataan organisasi dari
MenPANRB 

 1 hari Disposisi dan surat
persetujuan penataan
organisasi dari
MenPANRB

15 Menerima surat persetujuan penataan
organisasi dan mendisposisikan kepada
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Disposisi dan surat
persetujuan penataan
organisasi dari
MenPANRB

10 menit Disposisi dan surat
persetujuan penataan
organisasi dari
MenPANRB

16 Menerima surat persetujuan penataan
organisasi dan mendisposisikan kepada
Penanggungjawab Teknis Pelembagaan Unit
Organisasi untuk menyusun rancangan
Permendikbud tentang OTK

Disposisi dan surat
persetujuan penataan
organisasi dari
MenPANRB

10 menit Disposisi dan surat
persetujuan penataan
organisasi dari
MenPANRB

17 Menerima disposisi kemudian
mengkoordinasikan penyusunan rancangan
permendikbud tentang OTK   dan melaporkan 
rancangan permendikbud OTK kepada
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Disposisi dan surat
persetujuan penataan
organisasi dari
MenPANRB

3 hari rancangan 
permendikbud tentang
OTK

18 Memeriksa rancangan permendikbud tentang
OTK

rancangan permendikbud
tentang OTK

1 hari rancangan 
permendikbud tentang
OTK

19 Melakukan pembahasan rancangan
permendikbud tentang OTK bersama dengan
KemenPANRB

rancangan permendikbud
tentang OTK

1 hari rancangan 
permendikbud tentang
OTK

20 Menerima hasil pembahasan dan
menyampaikan rancangan permendikbud
tentang OTK kepada Sekretaris Jenderal
untuk mendisposikan kepada Biro Hukum

rancangan permendikbud
tentang OTK

1 hari rancangan 
permendikbud tentang
OTK dan surat usul
penataan organisasi ke
Sesjen



1. 1.
2.
3. 2.

3.
4.

5.

6.

1. Lembar Disposisi
2.
3.
4.
5. Surat Dinas

1.
2.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang Rincian Tugas
Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

Nama POS AP Pelaksanaan Evaluasi Organisasi

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Dicatat dalam berkas kearsipan Biro Organisasi dan Tata Laksana secara elektronik
dan/atau manual

ATK

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Memahami prosedur pelaksanaan evaluasi organisasi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.

Komputer/Akses Internet

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2019 tentang Pedoman
Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang
Pedoman Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

Laporan 

Nomor POS AP

Tanggal Pembuatan 19-Apr-21

Tanggal Revisi 20 April 2021

Tanggal Efektif 22-Apr-21

Disahkan Oleh

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Mustangimah
NIP  196405241992032001

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN



Kepala Biro 
Organisasi dan Tata 

Laksana

Penanggungjawab 
Teknis Pelembagaan 

Organisasi

 Analis Kebijakan/ 
Analis Kelembagaan/ 

Petugas Admin 
SIEVO/

Sekretaris 
Jenderal

Pimpinan Unit 
Utama/ Unit 

Kerja di 
Lingkungan 

Kemendikbud

Mendikbud Kelengkapan Waktu Keluaran 
(Output )

1 Menugaskan Penanggungjawab Teknis 
Pelembagaan Unit Organisasi untuk 
menyiapkan pelaksanaan evaluasi organisasi 
tingkat unit kerja melalui aplikasi SIEVO

Arahan 1 jam Disposisi, Surat
pemberitahuan 
pelaksanaan evaluasi
organisasi beserta
user id dan pasword

2 menerima disposisi dan mengoordinasikan
penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi
organisasi tingkat unit kerja melalui aplikasi
SIEVO dan melaporkan kepada Kepala Biro
Organisasi dan Tata Laksana 

Disposisi, Surat
pemberitahuan 
pelaksanaan evaluasi
organisasi beserta
user id dan pasword

5 hari Laporan dan Surat
pemberitahuan 
pelaksanaan evaluasi
organisasi beserta
user id dan pasword

3 Menerima laporan persiapan pelaksanaan
evaluasi organisasi tingkat unit kerja melalui
aplikasi SIEVO dan melaporkannya kepada
Sekretaris Jenderal

Laporan dan Surat
pemberitahuan 
pelaksanaan evaluasi
organisasi 

1 hari Laporan dan Surat
pemberitahuan 
pelaksanaan evaluasi
organisasi 

4 Menerima laporan dan menyampaikan surat
pelaksanaan evaluasi organisasi tingkat unit
kerja melalui aplikasi SIEVO dan tingkat
unit utama kepada seluruh pimpinan unit
kerja di lingkungan kemendikbud

Laporan dan Surat
pemberitahuan 
pelaksanaan evaluasi
organisasi 

3 hari Surat
pemberitahuan 
pelaksanaan evaluasi
organisasi 

5 Melakukan evaluasi organisasi tingkat unit
kerja dan menyampaikan hasilnya melalui
aplikasi SIEVO

Surat pemberitahuan
pelaksanaan evaluasi
organisasi 

10 hari hasil evaluasi
organisasi tingkat
unit kerja

6 Menerima hasil evaluasi organisasi dan
melakukan koordinasi untuk mengolah,
menganalisis, dan menyusun rekomendasi
hasil evaluasi organisasi tingkat unit kerja
dan melaporkan kepada Kepala Biro
Organisasi dan Tata Laksana

hasil evaluasi
organisasi tingkat
unit kerja

15 hari hasil evaluasi
organisasi tingkat
unit kerja

7 Menerima dan memeriksa hasil evaluasi
organisasi tingkat unit kerja kemudian
melaporkan kepada Sekretaris Jenderal

hasil evaluasi
organisasi tingkat
unit kerja

1 hari laporan hasil
evaluasi organisasi
tingkat unit kerja

8 Menerima laporan hasil evaluasi organisasi
tingkat unit kerja dan menyampaikan
kepada pimpinan unit utama sebagai bahan
evaluasi organisasi tingkat unit utama

laporan hasil
evaluasi organisasi
tingkat unit kerja

3 hari laporan hasil
evaluasi organisasi
tingkat unit kerja

Instrumen sudah
ditetapkan dalam
PermenPAN RB Nomor
20 tahun tahun 2018
tentang Pedoman
Evaluasi Kelembagaan
Instansi Pemerintah dan
Permendikbud Nomor
37 Tahun 2019 tentang
Pedoman Evaluasi
Organisasi Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan 
sebagaimana telah
diubah 

POS AP Pelaksanaan Evaluasi Organisasi 

Keterangan

Mutu Baku

Langkah  KegiatanNo.

Pelaksana



Kepala Biro 
Organisasi dan Tata 

Laksana

Penanggungjawab 
Teknis Pelembagaan 

Organisasi

 Analis Kebijakan/ 
Analis Kelembagaan/ 

Petugas Admin 
SIEVO/

Sekretaris 
Jenderal

Pimpinan Unit 
Utama/ Unit 

Kerja di 
Lingkungan 

Kemendikbud

Mendikbud Kelengkapan Waktu Keluaran 
(Output ) Keterangan

Mutu Baku

Langkah  KegiatanNo.

Pelaksana

9 Menerima hasil evaluasi organisasi tingkat
unit kerja dan melaksanakan evaluasi
organisasi tingkat unit utama 

laporan hasil
evaluasi organisasi
tingkat unit kerja

5 hari hasil evaluasi
organisasi tingkat
unit utama

10 Menerima hasil evaluasi organisasi tingkat
unit utama dan mendisposisi kepada
Penanggungjawab Teknis Pelembagaan
Organisasi

hasil evaluasi
organisasi tingkat
unit utama

1 hari Disposisi dan hasil
evaluasi organisasi
tingkat unit utama 

11 Menerima disposisi dan melakukan
koordinasi penyampaian hasil evaluasi
organisasi Kemendikbud dan menyampaikan
kepada Kepala Biro Organisasi dan Tata
Laksana

Disposisi dan hasil
evaluasi organisasi
tingkat unit utama 

2 hari konsep surat dan
hasil evaluasi
organisasi 
Kemendikbud 

12 Menerima dan memeriksa hasil evaluasi
organisasi Kemendikbud kemudian
menyampaikan  kepada Sekretaris Jenderal

konsep surat dan
hasil evaluasi
organisasi 
Kemendikbud 

1 hari konsep surat dan
hasil evaluasi
organisasi 
Kemendikbud 

13 Menerima hasil evaluasi organisasi
Kemendikbud kemudian menyampaikan
kepada Mendikbud

konsep surat dan
hasil evaluasi
organisasi 
Kemendikbud 

3 hari konsep surat dan
hasil evaluasi
organisasi 
Kemendikbud 

14 Menerima hasil evaluasi organisasi
Kemendikbud kemudian menyampaikannya
kepada MenPANRB

konsep surat dan
hasil evaluasi
organisasi 
Kemendikbud 

3 hari surat dan hasil
evaluasi organisasi
Kemendikbud



:

:

:

:

:

:

1. 1. Mampu mengolah data kepegawaian
2. 2.

3.
4.

Keterkaitan:
1. POS AP Pemrosesan Surat Keluar 1.
2. POS AP Pemrosesan Surat Masuk 2.

3. Daftar PNS yang akan mencapai BUP
4. Surat Pengantar 

Peringatan:
1.
2. 

22-Apr-21

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk

kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 

Dasar Hukum:

4.

7.

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Mustangimah
NIP  196405241992032001

Disahkan Oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3.

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik dan/atau
manual

Peralatan/Perlengkapan:
Data Kepegawaian
Daftar Nominatif Pegawai

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor POS AP
Tanggal Pembuatan 19-Apr-21
Tanggal Revisi 20 April 2021
Tanggal Efektif

Pencatatan dan Pendataan:

Memahami peraturan dan ketentuan tentang kepegawaian

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 
SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA Nama POS AP Verifikasi dan Validasi Data PNS Yang Akan Mencapai
Batas Usia Pensiun (BUP) 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

6.

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun
Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

Kualifikasi Pelaksana:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Memahami prosedur pelaksanaan verfifikasi dan validasi data PNS yang akan mencapai BUP
Memahami tugas dan fungsi unit kerja



 Pengelola 
Kepegawaian

Kepala Subbagian
Tata Usaha

Kepala
 Biro Organisasi 

dan Tata Laksana

Kelengkapan Waktu Keluaran 
(Output )

1 Membuat daftar PNS yang mencapai
Batas Usia Pensiun (BUP) 1 (satu)
tahun terakhir

data pegawai 10 Menit daftar PNS yang
akan mencapai
BUP

2 Mengumpulkan dan memeriksa
berkas PNS yang akan mencapai BUP 

daftar PNS yang 
akan mencapai BUP

20 Menit kelengkapan 
berkas usul
pensiun

3 Menerima daftar nominatif PNS yang
akan mencapai BUP 1 (satu) tahun
kedepan dari Biro SDM

kelengkapan berkas
usul pensiun

15 Menit daftar nominatif
PNS yang akan
BUP

Penerimaan daftar nominatif
PNS yang akan mencapai BUP
1 (satu) tahun kedepan pada
tahun berjalan

4 Memverifikasi dan memvalidasi daftar
nominatif PNS yang akan mencapai
BUP

daftar nominatif
PNS yang akan BUP

30 Menit daftar nominatif
PNS yang akan
BUP

- Bila terjadi perbedaan data
maka mengajukan usul
perbaikan daftar nominatif
PNS yang akan pensiun
dengan melampirkan data
pendukung

5 Membuat konsep surat pengantar
pengiriman daftar nominatif PNS
yang akan mencapai BUP 

daftar nominatif
PNS yang akan
BUP, form surat
pengantar, data
dukung

10 Menit konsep surat
pengantar 

terkait:
- POS AP Pemrosesan Surat 
Keluar

6 Memeriksa dan memaraf konsep
surat pengantar

konsep surat
pengantar 

10 Menit konsep surat
pengantar 

terkait:
- POS AP Pemrosesan Surat 
Keluar

7 Memeriksa dan menandatangani
konsep surat pengantar 

konsep surat
pengantar 

5 Menit surat pengantar terkait:
- POS AP Pemrosesan Surat 
Keluar

8 Mengirimkan berkas dan surat
pengantar pengiriman daftar
nominatif PNS yang akan mencapai
BUP ke Sestama/Kepala Biro SDM
secara elektronik

surat pengantar 5 Menit tanda terima terkait:
- POS AP Pemrosesan Surat 
Keluar

POS AP Verifikasi dan Validasi Data PNS Yang Akan Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

No. Langkah Kegiatan

 Pelaksana Mutu Baku

Keterangan



:

:

:

:

:

1.
2.
3.

3.

Peralatan/Perlengkapan:
1. 1.

2.

3.
4.
5.
6.

Peringatan :
1.
2.

Keterkaitan:

Daftar BMN
Aplikasi SIMAK BMN

Laporan Inventarisasi BMN

Dicatat dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara elektronik
dan/atau manual

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

POS AP Pemrosesan Surat Keluar Disposisi
Data BMN

Pencatatan dan Pendataan :

Hasil Inventarisasi BMN

22-Apr-21
Disahkan Oleh

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  

SEKRETARIAT JENDERAL

Tanggal Efektif

Tanggal Pembuatan 19-Apr-21
Tanggal Revisi 20 April 2021

Nomor POS AP

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Mustangimah
NIP  196405241992032001

Nama POS APBIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA :  Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Memahami prosedur inventarisasi barang milik negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

2.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah

1.

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku



Kepala 
Biro Organisasi dan 

Tata Laksana

Kepala Subbagian
Tata Usaha

Pengadministrasi 
BMN

Pengelola BMN Kelengkapan Waktu Keluaran 
(Outpu t)

1 Memberikan disposisi kepada Kepala
Bagian/Kepala Subbagian Tata Usaha
untuk melakukan inventarisasi BMN

Disposisi 10 menit Disposisi Berupa SK Tim
Inventarisasi BMN/Surat
tugas Inventarisasi BMN

2 Menugasi dan memberikan arahan
Pengadministrasi BMN dan Pengelola BMN
untuk melaksanakan inventarisasi BMN

Disposisi 1 jam Arahan  dan Disposisi

3 Melakukan persiapan pengumpulan
dokumen dan menyiapkan draft kertas
kerja inventarisasi

Disposisi, SIMAK 
BMN, catatan  

5 jam Data BMN Dokumen berupa laporan
BMN, KIB, DBR, dan
Dokumen Kepemilikan,
Draft KKI

4 melakukan pendataan dan identifikasi fisik
barang sesuai daftar barang

Data BMN 1 minggu Data BMN waktu disesuikan dengan
jumlah data dan
identifikasi fisik  BMN 

5 Melakukan entr y hasil data pendataan
identifikasi fisik ke dalam kertas kerja
inventarisasi

Data BMN 5 jam Kertas kerja
inventarisasi

6 Menyusun dan menyampaikan laporan
hasil inventarisasi beserta kelengkapannya
kepada Kasubbag/Kabag Tata Usaha

Kertas kerja
inventarisasi

1 jam Laporan Hasil
inventarisasi

7 Memeriksa laporan hasil inventarisasi Laporan inventarisasi 1 jam Laporan inventarisasi

8 Menyetujui laporan inventarisasi Laporan inventarisasi 5 menit Laporan inventarisasi

9 Menindaklanjuti laporan hasil
inventarisasi pada laporan BMN

Laporan inventarisasi 1 hari Laporan BMN waktu disesuikan dengan 
jumlah   BMN 

10 Mendokumentasikan dan mengirim laporan
inventarisasi ke Biro Keuangan dan
BMN/Sestama

Laporan BMN 30 menit Surat penyampaian
laporan BMN

Keterkaitan: 
POS AP Pemrosesan 
Surat Keluar

POS AP Inventarisasi Barang Milik Negara 

No.  Langkah Kegiatan

Mutu BakuPelaksana

Keterangan



:

:

:

:

:

:

1. 1.
2.
3.

6.

1. 1.

2. 2.

3. 3.
4. POS AP Pemrosesan Surat Keluar 4.

5. Konsep POS
6. Surat Pengantar
7.

1.
2.

3.

2. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja

POS AP Pendokumentasian

Dokumen POS Final

4.

5.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal Revisi

Agenda kerja

Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Memahami penyusunan prosedur operasional standarPeraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai
bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

POS AP Pelaksanaan Analisis Data

Peringatan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan masing-masing unit kerja secara
elektronik dan/atau manual

20 April 2021

Disahkan Oleh

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Nama POS AP

Nomor POS AP

Penyusunan Dokumen Prosedur Operasional
Standar (POS)

19-Apr-21

Disposisi

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tanggal Pembuatan

Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana

Mustangimah
NIP  196405241992032001

Tanggal Efektif 22-Apr-21

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
45 Tahun 2019  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

Pencatatan dan Pendataan :

Peraturan tentang Kelas Jabatan dan Uraian Jabataan
Peraturan tentang OTK, Rincian Tugas Unit Kerja, dan Peta Proses Bisnis

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
POS AP Pelaksanaan Pengolahan data



Kepala
Biro Organisasi dan 

Tata Laksana

Kepala Subbagian Tata 
Usaha

Pengolah Data Analis Tata Laksana Pengadministrasi  
Umum

Kelengkapan Waktu Keluaran 
(Output )

1 Menugasi Kepala Subbagian Tata Usaha untuk
menyusun dokuman Prosedur Operasional Standar
Administrasi Pemerintahan (POS AP)

Agenda kerja, lembar
disposisi, Permen OTK,
Permen rincian tugas unit
kerja, dan Kepmen Peta
Proses Bisnis

18 menit Disposisi, Permen OTK,
Permen rincian tugas
unit kerja, dan Kepmen
Peta Proses Bisnis

2 Menginstruksikan Pengolah Data dan Analis
Integrasi Proses Bisnis untuk menyiapkan
data/informasi untuk mengidentifikasi dan
menyusun konsep POS AP

Disposisi, Permen OTK, 
Permen rincian tugas unit 
kerja, dan Kepmen Peta 
Proses Bisnis

18 menit Disposisi, Permen
OTK,Permen rincian
tugas unit kerja, dan
Kepmen Peta Proses
Bisnis

3 Mengumpulkan dan mengolah data/informasi
berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja untuk
bahan penyusunan POS AP

Disposisi, permendikbud
tentang rincian tugas unit
kerja dan Permendikbud
Uraian jabatan serta
Kepmendikbud Peta Proses
Bisnis

30 menit Data/informasi, 
permendikbud tentang
rincian tugas unit kerja,
permendikbud tentang
uraian jabatan, dan
kepmendikbud peta
proses bisnis

Keterkaitan: 
POS AP Pelaksanaan 
Pengolahan Data

4 Menganalisis data/informasi dan menyusun konsep
POS AP berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja

Data/informasi, 
permendikbud tentang
rincian tugas unit kerja,
permendikbud tentang
uraian jabatan, dan
kepmendikbud peta proses
bisnis

3 jam konsep POS AP Keterkaitan: 
POS AP Pelaksanaan 
Analisis Data

5 Mengkoordinasikan pembahasan konsep POS AP
dengan subtansi/bidang yang terkait

konsep POS AP 30 menit konsep POS AP

6 Melakukan pembahasan konsep POS AP hasil
pembahasan dengan subtansi terkait

konsep POS AP 3 jam konsep POS AP hasil
pembahasan

7 Melakukan penyempurnaan konsep POS AP hasil
pembahasan dan menyerahkan konsep POS AP
kepada Kepala Subbagian Tata Usaha

konsep POS AP hasil
pembahasan

3 jam konsep final POS AP

8 Memeriksa dan memaraf konsep final POS AP konsep final POS AP 20 menit konsep final POS AP

9 Memeriksa dan menandatangani konsep final POS konsep final POS AP 20 menit Dokumen POS AP

10 Menugasi Kepala Subbagian Tata Usaha untuk
menggandakan, mendistribusikan, dan
mendokumentasikan Dokumen POS

Dokumen POS AP 30 menit Dokumen POS AP dan
Disposisi

POS AP Penyusunan Dokumen Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan

Keterangan

Mutu Baku

Langkah KegiatanNo.

Pelaksana



Kepala
Biro Organisasi dan 

Tata Laksana

Kepala Subbagian Tata 
Usaha

Pengolah Data Analis Tata Laksana Pengadministrasi  
Umum

Kelengkapan Waktu Keluaran 
(Output ) Keterangan

Mutu Baku

Langkah KegiatanNo.

Pelaksana

11 Menugasi Pengadministras Umum untuk
menggandakan, mendistribusikan, dan
mendokumentasikan POS AP 

 Disposisi, Dokumen POS
dan Surat Pengantar

18  menit Disposisi, Dokumen POS
dan Surat Pengantar

Untuk Unit Kerja di
Internal Sekretariat
Jenderal, dokumen POS
dikirimkan ke Biro
Organisasi dan Tata
Laksana

12 Menggandakan dan mendistribusikan serta
mendokumentasikan kemudian mengirimkan
dokumen POS  AP ke masing-masing subtansi

Disposisi, Dokumen POS
dan Surat Pengantar

2 jam POS Terkait:
1. POS AP 
Pendokumentasian
2. POS AP Pemrosesan 
Surat Keluar




